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PERATURAN 
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA  

NOMOR PER.24/MEN/2012 
TENTANG 

PEDOMAN UMUM PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA ANGGARAN  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencapai terwujudnya good 
governance di lingkungan Kementerian Kelautan dan 
Perikanan melalui pengelolaan anggaran yang 
diselenggarakan secara profesional dan bertanggung 
jawab diperlukan adanya pejabat pengelola anggaran 
yang kompeten; 

  b. bahwa dalam rangka menghasilkan pejabat pengelola 
anggaran yang kompeten di lingkungan Kementerian 
Kelautan dan Perikanan perlu adanya pedoman 
umum penetapan pejabat pengelola anggaran; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu 
menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan 
Perikanan tentang Pedoman Umum Penetapan 
Pejabat Pengelola Anggaran di lingkungan 
Kementerian Kelautan dan Perikanan; 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4421); 

  5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang 
Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 
2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5073); 

  6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4739); 

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4916); 

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang 
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, 
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4890); 

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5165); 

  10. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang 
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 
dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 142); 

  11. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang 
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara 
serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon 
I Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa 
kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden 
Nomor 92 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 142); 

  12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 
Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5334) ; 

  13. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang 
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara, sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 53 
Tahun 2010; 

  14. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 
2012;  

  15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran 
Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara; 
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  16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
73/PMK.05/2008 tentang Tata Cara Penatausahaan 
dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban 
Bendahara Kementerian 
Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja; 

  17. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor         
PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan; 

  18. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 
PER.05/MEN/2011 tentang Tata Cara Penyelesaian 
Kerugian Negara di lingkungan Kementerian Kelautan 
dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 100); 

  19. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 
PER.20/MEN/2011 tentang Penyelenggaraan Sistem 
Pengendalian Intern di lingkungan Kementerian 
Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 483); 

  20. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 
PER. 15/MEN/2012 tentang Rencana Strategis 
Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 858); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN 
TENTANG PEDOMAN UMUM PENETAPAN PEJABAT 
PENGELOLA ANGGARAN DI LINGKUNGAN 
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 
1. Satuan kerja, yang selanjutnya disebut satker, adalah bagian dari 

suatu unit organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan 
Perikanan atau unit organisasi lain yang menangani kelautan dan 
perikanan yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu 
program. 
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2. Satker pusat adalah satker yang melaksanakan satu atau beberapa 
kegiatan pada kantor pusat unit organisasi Kementerian Kelautan dan 
Perikanan. 

3. Satker khusus adalah satker yang melaksanakan satu atau beberapa 
kegiatan yang menggunakan dana khusus pada unit organisasi 
Kementerian Kelautan dan Perikanan.  

4. Pengguna anggaran, yang selanjutnya disingkat PA, adalah pejabat 
yang berwenang dan bertanggung jawab atas penggunaan anggaran 
pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. 

5. Kuasa pengguna anggaran, yang selanjutnya disingkat KPA, adalah 
pejabat yang memperoleh kewenangan dan tanggung jawab dari PA 
untuk menggunakan anggaran yang dikuasakan kepadanya.  

6. Pejabat pembuat komitmen, yang selanjutnya disingkat PPK, adalah 
pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil 
keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan 
pengeluaran atas beban belanja negara. 

7. Pejabat penandatangan surat perintah membayar, yang selanjutnya 
disingkat PPSPM, adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA 
untuk melakukan pengujian atas Surat Permintaan Pembayaran dan 
menerbitkan Surat Perintah Membayar.  

8. Bendahara penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, 
menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan 
mempertanggungjawabkan uang pendapatan negara dalam rangka 
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada 
kantor/satuan kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.  

9. Bendahara pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, 
menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan 
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara 
dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
pada kantor/satker Kementerian Kelautan dan Perikanan. 

10. Bendahara pengeluaran pembantu, yang selanjutnya disingkat BPP, 
adalah Bendahara yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran 
untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna 
kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu. 

11. Penanggung jawab output adalah pejabat yang bertanggung jawab atas 
output untuk mendukung kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran 
dan tujuan program. 

12. Pejabat/panitia pengadaan barang/jasa adalah personil yang 
melaksanakan pengadaan barang/jasa. 
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